
BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2O2O

BIS MILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang :a

b.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah
menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan
Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah
tah un anggaran berakhir;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan eanun Kabupaten Aceh
Utara tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun
Anggaran 2020;

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam
lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor Sg,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
toe2);

Undang-Undang Nomor 2A Tahun lggg tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Mengingat : I
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4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (tembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor l5 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik IndonesiaNom or 44381;

8. Undang-Undang Nomor 1l Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan kmbaran Negara
Republik IndonesiaNomor 4633) ;

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5O49);

1O. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbaftan lrmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
s679),;

1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 118, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4138);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2OOl tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan [embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4139);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
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Nomor 150, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
La.poran Keterangan Pertanggungiawaban Kepala Daerah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4693);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun
2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
53a0);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2077 terrtang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol7 Nomor 73, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

2 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 18 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Propinsi,Kabupaten dan Kota;

22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 20 18 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

24. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
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25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah ( Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425l;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2Ol9
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2O;

27 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O
tentang Pedoman Tekhnis Pengeloalan Keuangan Daerah;

28. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pokok-pokok Pengelola Keuangan Daerah ( l,embaran Daerah
Nomor 253);

29. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2O2O tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara
Tahun Anggaran 2A2l;

30. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 49 Tahun 2O2O tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Balanja Kabupaten
Aceh Utara.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KAT}UPATEN ACEH UTARA

dan
BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KAEIUPATEN ACEH UTARA
TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban Pelaksaraan APBK berupa La.poran Keuangan
memuat :

a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c. Laporan Operasional;
d. Laporan Perubahan Equitas;
e. Neraca Daerah;
f. Laporan Arus Kas;
g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri
dengan laporan kinery'a, ringkasan laporan keuangan desa dan
ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan
daerah;

Pasal 2

(1) Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

huruf a Tahun Anggaran 2O2O sebagai berikut :

a. Pendapatan
b. Belanja
c. Transfer

Surplus/Defisit

Rp. 2.582.874.013. 125,36
Rp. 1.721.97O.962.755,00
Rp. 796.489.A7 1, .29l,OO

Bag. Hk/Qanun 8
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d. Pembiayaan
- Penerimaan Rp. 18.353.163.496,56
- Pengeluaran Rp. 4.0O0.0OO.OOO,0O
- Pembiayan Netto Rp. 14.353.163.496,56
- Sisa Irbih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp. 78.767.142.575,92

Pasal 3

uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 sebagai berikut :

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp. (17.793.200.595,64) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan Rp. 2.600.667 .213.721 ,OO
b. Realisasi Rp. 2.582.874.013.125,36

Selisih lebih/(kurang) Rp. {17.793.200.595,64)

2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
Rp.( 1 1 1.331.208.868,OO) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja Rp. 1.833.302.171.623,00
b. Realisasi Rp. 1.721.970.962.755,00

Selisih lebih/(kurang) Rp. (111.331.208.868,00)

3. Selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah
Rp.(27.754.264,O0) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran transfer Rp. 796.516.825.555,00
b. Realisasi Rp. 796.489.071.29|,00

Selisih lebih/kur€Lng Rp. (27.754.264,00)

4. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah
Rp. 78.767.142.57 5,92 dengan rincian sebagai berikut :

a. Realisasi Rp. 14.353.163.496,56
b. Surplus/Defisit Rp. 64.413.979.079,36

Selisih lebih/kurang Rp. 78.767.142.575,92

5. Selisih arggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan
sejumlah Rp. (14.798.619.96A,44) dengan rincian sebagai berikut :

a. Realisasi Rp. 18.353.163.496,56
b. Anggaran penerimaan pembiayaan Rp. 33. 15 1.783.457 ,OO

Selisih lebih/kurang Rp. {14.798.619.96A,441

6. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan
sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggarall pengeluaran pembiayaan Rp. 4.000.000.000,00
b. Realisasi Rp. 4.000.000.000,00

Selisih lebih/kurang Rp. 0,00

7. selisih anggara.n dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah
Rp. (14.798.6L9.96A,44) dengan rincian sebagai berikut :

a. Realisasi Rp. 14.353.163.496,56
b. Anggaran pembiayaan netto Rp. 29.15L.783.457,OO

Selisih lebih/kurang Rp. {14.798.619.96A,44ll

Bag. Hk/Qanun 8....
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Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam
Pasal t huruf b untuk periode yang berakhir 31 Desember 2O2O sebagai
berikut:
a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 18.253.163.496.56
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Rp. 18.253.163.496,56

Pembiayaan Tahun Berjalan
c. Sub total Rp. 0,00
d. Sisa Lebih/Kurarlg Pembiayaan Anggaran Rp. 78.767.142.575,92

(siLPA/SiKPA)
e. Sub Total Rp. 78.767.142.575,92
f. Koreksi kesalahan Pembukuan Tahun

Sebelumnya Rp. 0,00
g. Lain-lain Rp. 0,00
h. Saldo Anggaran L€bih Anggaran Rp. 78.767.142.575,92

Pasal 5

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf c
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2o2o sebagai
berikut :

a. Kegiatan Operasional
1. Pendapatan
2. Beban
3. Surplus/defisit dari Operasi

b. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa
c. Pos Luar Biasa
d. Surplus/Defisit LO

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf
d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2O2O sebagai
berikut:
a. Ekuitas Awal
b. Surplus/Defisit LO
c. Dampak Komulatif Perubahan
d. Ekuitas Akhir

Pasal 7

Neraca Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf e per 31
Desember 2O2O sebagai berikut :

a. Jumlah Aset Rp. 4.694.189.912.074,75
b. Jumlah Kewajiban Rp. 52.148.267.640,00
c. Jumlah Ekuitas Dana Rp. 4.642.041.644.434,75

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf f untuk
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2O2O sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2O2O
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi
d. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan
e. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2O2O

Rp. 1.972.146.739.27 l,O7
Rp. 1.860.020 .947 .293,31
Rp. 1L2.L25.791.977,76
Rp. 57.O42.848.054,76
Rp. {7.1O2.228.000,00)
Rp. 55.940.620.O54,76

Rp. 4.607 .246.800.423,80
Rp. 55.940.620.O54,76
Rp. {21.145.776.O43,81)
Rp. 4.642.O4 1.644.434,7 5

Rp. 7 .919.919.927 ,56
Rp. 344.562.813.285,36
Rp. {279.708.682.285,00)
Rp. (3.9O0.O00.000,00)
Rp. 0,00
Rp. 68.909.050.927,92

Bag. Hk/Qanun 8
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Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

huruf g Tahun Anggaran 2o2o memuat informasi baik secara
kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Qanun ini, terdiri dari :

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran Ringkasan Laporan

Lampiran L 1

Lampiran I.2

Lampiran I.3

Lampiran L4

b. Lampiran II
c. Lampiran III
d. Lampiran IV
e. Lampiran V
f. Lampiran VI
g. Lampiran VII
h. Lampiran VIII
i. Lampiran IX

j. Lampiran X

k. Lampiran XI
1. Lampiran XII

m. Lampiran XIII :

n. Lampiran XIV :

o. Lampiran XV :

p. Lampiran XVI :

q. Lampiran XVII :

r. Lampiran XVIII :

s. Lampiran XIX :

t. Lampiran XX

Realisasi Anggaran menurut urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Rincian I"aporan Realisasi Anggaran menurut
urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah
menurut urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program dan Kegiatan dan;

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah
untuk keselarasan dan keterpaduan urusan
pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka
pengelolaan keuangan negara;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Laporan Operasional;
Laporan Perubahan Ekuitas;
Neraca;
Laporan Arus Kas;
Catatan Atas Laporan Keuangan;
Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak
Tertagih;
Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan
Dana Bergulir:
Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan
Pengurangan Aset Tetap Daerah;
Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
Daftar Rekapitulasi Kontruksi Dalam Pekerj aan ;
Daftar Rekapitulasi Aset lainnya;
Daftar Dana Cadangan Daerah;
Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan
sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali
dalam tahun anggaran berikutnya; dan
Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik
Daerah/ Perusahaan Daerah.

Bqg. Hk/Qanun 8.
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Pasai i1
L,ampiran Iaporan Keuangan sebagaimana tersebut dalam pasal I
ayat (2) yaitu : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan usaha Milik
Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalarn l,ampiran vI eanun
ini.

Pasal 12

Penjabaran pertanggungiawaban pelaksanaan APBK Tahun
Anggaran 202A sebagai rincian lebih lanjut diatur dengan Peraturan
Bupati.

Pasal 13

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetatrui, memerintahkan pengundangan
Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten
Aceh tJtgra.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 27 Asustu 2421 M

18 Muharram 1443 H

UTARA,

f,* &

THAIB

Diundangkan di Lhoksukon
pada 30 Aeustus 2021 M

Muharrarn 1443 H

DAERAH
UTARA,

\

LEMBARAN KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2021 NOMOR 3

NOMOR REGISTER KABUPATEN ACEH UTARA PROVINSI ACEH: 3/rc4/2}2r


